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PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA 
KANTOR DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT 

ABSTRAK 

Sufri 
uir.sufri@yahoo.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Sufri. "Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas 
Pertanian Provinsi Sulwesi Barat". (dibimbing oleh Bapak Abdul Mahsyar and Tri 
Darmayanti). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai negeri sipil dari 
aspek pengembangan pengetahuan (knowledge), untuk mengetahui kinerja 
pegawai negeri sipil dari aspek keterampilan (skills), dan untuk mengetahui 
kinerja pegawai negeri sipil dari aspek perilaku (attitude) pada Dinas Pertanian 
Provinsi Sulawesi Barat. 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian Sulawesi Barat selama 
dua bulan, yaitu mulai Desember 2017 sampai dengan akhir Januari 2018. Tipe 
penelitian adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian adalah pejabat 
lingkup Dinas Pertanian Sulawesi Barat: Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris, 
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Petemakan dan 
Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Bidang Sarana dan 
Prasarana Pertanian, Kepala UPTD Laboratorium, Kesehatan Hewan dan 
Masyarakat Veteriner dan UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih. 
Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis 
serta dilakukan reduksi dengan membuat abstraksi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang 
telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan ( diklat) mempunyai 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik dan menyebabkan kinerja 
pegawai negeri sipil meningkat daripada yang pegawai negeri sipil yang belum 
pemah mengikuti pendidikan dan pelatihan ( diklat). Selanjutnya faktor lain yang 
dapat mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil adalah faktor budaya kerja, 
dimana melalui faktor ini pegawai negeri sipil berkomitmen untuk membangun 
hubungan kerjasama yang baik untuk menyiapkan sumber daya pegawai negeri 
sipil yang profesional dan berbasis kompetensi. 

Selanjutnya faktor motivasi kerja merupakan faktor yang turut berpengaruh, 
dimana faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang yaitu faktor 
motivasi intrinsik maupun motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang yaitu 
faktor motivasi ekstrinsik yang sangat berpengaruh terhadap pemberi kepuasan 
pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Kata kunci: Pengetahuan, Keterampilan, Perilaku, Budaya Kerja, dan Motivasi. 
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ABSTRACT 

PERFORMANCE IMPROVEMENT OF GOVERNMENT OFFICIALS OF 
AGRICULTURE OFFICE IN WEST SULAWESI PROVINCE 

Sufri 
uir.sufri@yahoo.com 

Post Graduate Program 
Open University of Indonesia 

Sufri. "Performance Improvement of Government Officials of Agriculture Office 
in West Sulawesi Province". (supervised by Abdul Mahsyar and Tri Darmayanti). 

This research intends to find out performances improvement of the 
government officials of Agriculture Office in West Sulawesi Province from the 
aspects of knowledge, skills, and attitudes. It was conducted in the Agriculture 
Office from December 2017 to January 2018. This is a descriptive qualitative 
research. Informants are the government officials of the Agriculture Office, 
namely, the head and secretary of the Agriculture Office of West Sulawesi 
Province, the head of Food plants and Horticulture sector, the head of Livestock 
and Animal Health Sector, the head of Agricultural Extension sector, the head of 
Agricultural Infrastructure Sector, the head of Animal Health and Veterinarian 
Society Laboratory Unit, the head of Seeds Control and Examination Unit. The 
source of research data consists of two types; they are primary and secondary 
data. The data were collected through interviews, observation and from available 
documents. The data were processed through analysis, reduction and further 
making abstraction. 

This research shows that the government officials who have attended 
training have better knowledge, skills, and attitudes that make improvement of 
their performances compared to those who do not have training. Further, other 
factors that may influence the performances of the government officials is 
working culture which through this factor the officials committed to develop good 
cooperative relationship to set up professional and competent government official 
manpower. 

The next, motivations factor are also influential, where self motivation, 
intrinsic motivation, and external motivation play important roles in generating 
satisfaction in performing their main tasks and functions. 

Keyword: Knowledge, Skills, Attitudes, Working Culture, Motivation. 
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. I 
! 

BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Deskripsi Wilayah 

Sulawesi Barat adalah provinsi terl}ahir dan termuda .dari 33 provinsi di 

Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Provinsi 

Sulawesi Barat resmi berpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi 

provinsi definitf di Indonesia dan tanggal 5 Oktober 2004 ditetapkan hari jadi 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Secara geografis Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berada diantara 0012'-

03038" Lintang Selatan dan 118043'15"- 1190 54'3" Bujur Timur (BT). Batas 

wilayah Provinsi Sulbar adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi 

Sulawesi Tengah dan di sebelah Baratnya adalah Selat Makassar, sedangkan di 

sebelah Selatan dan Timurnya berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. 

'I 
Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah seluas 16.787,18 Km2 dengan jumlah 

penduduk sebanyak 1.518.300 jiwa. Secara administratifProvinsi Barat memiliki 

wilayah kabupaten sebanyak 6 (enam) daerah otonom, diantaranya Kabupaten 

Majene, Mamasa, · Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 

perkembangan yang· cukup signifikan terutama dalam bidang pemerintahan, 

dimana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat hanya terdiri dari 5 

(lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 te:tjadi pemekaran yaitu Kabupaten 

'i 

'' 
I 
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Mamuju Tengah dari Kabupaten Mamuju, sehinggajumlah kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut: 

I. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. denganjarak ke ibu kota provinsi 

143 km. 

2. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota PolewalL dengan jarak ke ibu 

kota provinsi 199 km. 

3. Kabupaten Mamasa dengan Ib~ Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2° 39' 

216" LS - 3° 19' 288" LS dan 119° 0' 216" BT- 119° 38' 144" BT, dengan 

jarak ke ibu kota provinsi 292 km. 

4. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju, merupakan ibukota provinsi. 

5. Kabupaten Mamuju Utara dengan Ibu Kota Pasangkayu, berjarak sekitar 276 

km ke ibu kota provinsi. 

6. Kabupaten M~uju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu 

Kota Tobadak. berjarak ke ibu kota provinsi sekitar 115 km. 

Memperhatikan luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah 

wilayah administratif kabupaten sebanyak 6 ( enam) daerah otonom kabupaten, 

maka dengan kondisi tersebut membuat daerah ini memiliki potensi yang sangat 

besar untuk pengembangan menjadi daerah provinsi yang memiliki keunggulan-

keunggulan strategis. Sementara itu dilihat dari posisi geografis daerah ini yang 

menempati wilayah tepi barat dari Pulau Sulawesi yang diapit oleh dua provinsi 

yang telah berkembang lebih dahulu yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 

Sulawesi Tengah, maka dapat dikatakan bahwa daerah ini dapat menjadi wilayah 

penghubung dari daerah selatan ke daerah utara Pulau Sulawesi. 
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2. Deskripsi Organisasi dan·Sumber Daya Manusia 

Penelitian yang dilaksanakan mengambil lokasi pada salah satu organisasi 

perangkat daerah yakni Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Pertanian 

Provinsi Sulawesi Barat berlokasi di Kompleks Kantor Gubemur Provinsi 

Sulawesi Barat. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan struktur 

organisasi, yaitu Peraturari Daerah Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah 

Nomor3 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah · 

Nomor 24 Tahun 2013 dan }>eraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016. 

Perubahan struktur organisasi kelembagaan dilakukan dalam rangka 

mengoptimalkan kinerja Orgnisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuat dengan 

kebutuhan organisasi. Pada Tahun 2016, terjadi perampingan struktur organisasi 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016. Organisasi Perangkat 

Daerah Dinas Pertanian dan Petemakan berubah menjadi Dinas Pertanian dengan 

menggabungkan tiga Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan 

Petemakan, Badan Penyuluhan Pertanian dan Dinas Perkebunan. 

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Pegawai Aparatur 

Sipil Negera dengan jabatan eselon II satu orang, Eselon III sebanyak 17 orang 

dan eselon IV sebanyak 50. orang, fungsional sebanyak 20 orang dengan jumlah 

staf pegawai Aparatur Sipil N egara sebanyak 184 orang dan Pegawai Pemerintah 

· dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 203 orang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomot 45 Tahun 2016 Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Dinas Pertanian terdiri dari Sekretariat, Bidang Pangan dan 

Hortikultura, Bidang Petemakan, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Produksi 

Perkebunan, Bidang Perbenihan, dan Bidang Penyuluhan dan 11 Unit Pelaksana 
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Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium, Keswan dan Kemavet, UPTD 

Balai Proteksi Perbenihan Perkebunan, UPTD Balai Pengawasan dan Mutu Benih, 

UPTD Balai Mekanisasi 'dan Perkembangan Agribisnis, UPTD Inseminasi 

Buatan, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hijauan Makanan Temak. 
·~ 

.- 'I"' 

3. Struktur Organisasi 

Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang ada sekarang ini 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 45 tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Gubemur 

melakukan urusan pemerintahan dibidang pertanian meliputi sarana dan 

prasarana, tanaman pangan dan hortikultura, petemakan dan kesehatan hewan, 

penyuluhan, produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah. 

Dalam melakukan tugas tersebut di atas Dinas Pertanian 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang sarana dan prasarana, 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, petemakan dan kesehatan hewan 

serta penyuluhan pertanian; 

2. penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian; 

3. penyelenggaraan penataan prasarana pertanian; 

4. penyelenggaraan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benihlbibit 

temak dan hijauan pakan temak; 

5. penyelenggaraan pengawasan saranapertanian; 
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6. penyelenggaraan pembinaan produksi dibidang pertanian; 

7. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman 

dan penyakit hewan; 

8. penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam; 

9. penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; 

10. penyelenggaraan penyuluhan pertanian; 

11. penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian; 

12. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian; 

13. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan 

14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Untuk efektifnya pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

maka organisasi Dinas Pertanian tersusun sebagai berikut: 

1. Sekretariat, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Keuanga:n dan Aset; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas: 

a. Seksi Lahan dan Investasi; 
, I 

b. Seksi Pengel~laan Air Irigasi Pertanian; dan 

c. · Seksi Pupuk, Pestisida, Alsin dan Pembiayaan. 

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas: 

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; 

b. Seksi Produksi; dan 

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran. 
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4. Bidang Petemakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: 

a. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan; 

b. Seksi Kesehatan Hewan; dan 

c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran. 

5. Bidang Penyuluhan, terdiri atas: 

a. Seksi Kelembagaan; 

b. Seksi Ketenagaan; dan 

c. Seksi Metode dan Informasi. 

6. Bidang Produksi Perkebunan, terdiri atas: 

a. Seksi Tanaman Perkebunan; 

b. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha; dan 

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. 

7. Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, terdiri atas: 

a. Seksi Perbenihan; 

b. Seksi Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT); dan 

c. Seksi Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan 

Kebakaran. 

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Organisasi Dinas Pertanian dilengkapi dengan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis pe~unjang tertentu. 
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B. Hasil 

Berdasarkan hasil data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi 

lapangan maupun hasil telaah dokumen, dan data yang ada setelah diolah, maka 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Adapun persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sulawesi Barat 

dapat dilihat dalam· tabel berikut: 

Tabe14.1 

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulawesi Barat 

No Kabupaten Jumlah Pegawai % Luas Provinsi 

1 Majene 4.933 17,99 

2 Polewali Mandar 6.683 24,38 

3 Mamas a 5.099 18,60 

4 Mamuju 5.279 19,255 

5 Mamuju Utara 3.910 14,261 

6 Mamuju Tengah 1.512 5.52 

Total (Provinsi) 27.416 100,00 

Sumber: BPS Sulawesi Barat dalam Angka 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh data seperti pada tabel di atas, 

menunjukkan dari enam wilayah kabupaten yang merupakan daerah otonom yang 

ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdapat daerah kabupaten yang 

memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) terbanyak yakni Kabupaten Polewali 

Mandar dengan persentase 6.883 orang atau sebesar 24,38% sedangkan 

kabupaten yang memiliki persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) terkecil dari 
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yakni Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah 1.512 orang persentase 5,12%, 

Komposis Sumber Daya Manusia 

Restrukturisasi Kelembagaan pada Dinas Pertanian menyebabkan 

peningkatan jumlah pegawai yang sangat drastis yaitu sebanyak 275 Pegawai 

Negeri Sipil dengan rincian: 

Tabel4.2 

Keadaaan Eselonisasi dan non Eselon Pegawaf Dinas Pertanian 

No Tingkatan Eselonisasi Jumlah 

1 Eselon II · 1 

2 Eselon III -A 7 

3 Eselon III-B 11 

4 Eselon IV-A 52 

5 Eselon IV-B· -
6 NonEselon 204 

Total 275 

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Sulawesi Barat, 2018. 

Berdasarkan data pada Tabel tersebut di atas, mempedihatkan keadaaan 

pegawai pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan eselon dan 

non-eselon, dari jumlah pegawai sebanyak 275 orang yang merupakan pegawai 

organik (ASN), karena pada instansi ini terdapat juga pegawai non-organik yakni 

pegawai dengan status sebagai pegawai pemerintah. Pegawai tersebut disebar ke 

dalam berbagai unit-unit organisasi dalam lingkup Dinas Pertanian. 

Dari data dalam tabel tersebut, mendeskripsikan komposisi pegawai sesuai 

eselonisasi terlihat pegawai yang menduduki eselon II yakni kepala dinas, 

sebanyak 1 orang dan pegawai yang menduduki eselon Ill/a sebanyak 7 orang 
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masing-masing dijabat oleh Sekretaris Dinas, dan kepala-kepala bidang. Jabatan 

pada eselon III/b sebanyak 11 orang masing-masing dijabat oleh kepala-kepala 

UPT dinas kelas A, sedangkanjabatan eselon IV/a sebanyak 52 orang dijabat oleh 

kepala-kepala sub bagian dan kepala seksi, dan kepala unit pelaksana teknis dinas 

daerah kelas B. 

3. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

· Data kepegawaian pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat 

selanjutnya yang dideskripsikan adalah keadaan pegawai menurut tingkat 

pendidikan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel4.3 

Keadaaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Strata 3 (Doktor) - 0 

2 Strata 2 (Magister) 34 12,36 

3 Strata 1 (Sarjana dan Diploma 4) 137 49,81 

4 Diploma3 9 3,27 

5 SMA 95 34,54 

Total 275 100 

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Sulawesi Barat, 2018. 

Komposisi pegawai organik Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat 

menurut tingkat pendidikan sebagaimana tergambar dalam Tabel 4.3 di atas 

diketahui dari 275 orang pegawai terdapat pegawai yang menyelesaikan 

pendidikan pada jenjang pendidikan setingkat magister (strata 2) sebanyak 

12,36% dari seluruh pegawai yang ada, sehingga masih perlu ditingkatkan pada 
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tingkat doktoral dan yang paling banyak adalah pegawai yang menyelesaikan 

pendidikan setingkat sarjana dan diploma 4 dengan persentase tertinggi yakni 

49,81%, untuk itu tingkat pendidikan pada posisi ini perlu ditingkatkan ke jenjang 

S2 sementara yang berpendidikan setingkat Diploma 3 sebanyak 3,27% 

ditingkatkan ke jenjang Sl. Untuk yang berpendidikan setingkat SMA juga masih 

banyak pegawai yang berada pada level pendidikari •· sekolah menengah yakni 

sebanyak 34,54 %, pada jenjang ini perlu ditingkatkan k.e jenjang S 1. 

Memperhatikan komposisi pegawai dari segi tingkat pendidikan tersebut 

dapat dikatakan bahwa jenjang pendidikan pegawai berada pada jenjang 

pendidikan tinggi yakni lebih dari 60% pegawai berpendidikan tiilggi pada level 

sarjana dan magister. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi pegawai 

pada Dinas Pertanian dari segi keilmuan dapat dikatakan baik, dan hal ini menjadi 

modal bagi organisasi untuk melakukan pengembangan pegawainya. 

C. Pembahasan 

1. Peningkatan Kinerja Melalui Pengembangan Pengetahuan (Knowledge) 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka salah satu aspek 

penting dalam pengembangan pengetahuan pegawai adalah melalui pendidikan 

formal. Pendidikan formal dalam hal ini dapat diartikan sebagai pendidikan dalam 

sekolah formal dalam hal ini dilaksanakan melalui peningkatan kualifikasi ijazah 

yakni mengikutkah pegawai pada jenjang perididikan tertentu untuk 

meningkatkan kualifikasi ijazahnya, misalnya pegawai yang berijazah SMA dapat 

meningkatkan status ijazahnya dengan melanjutkan pendidikan pada jenjang 

Srata-1 (sarjana), begitu pula pegawai yang berijazah sarjana dapat meningkatkan 

kualifikasi pendidikannya pada level yang lebih tinggi pada jenjang magister, dan 
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selanjutnya pegawai yang berijazah magister dapat meningkatkan pendidikannya 

padajenjang Doktoral (S3). 

Hasil Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawaesi 

Barat taggal4 Desember 2017, mengatakan bahwa: 

"Jika menga~u kepada undang-undang ASN tersebut, jumlah pegawai yang 
ada belum mencukupi karena masih dijumpai beberapa seksi hanya terdiri 
dari be berapa orang pegawai yang berkualifikasi S 1. Dan ban yak dijumpai 
ASN yang berkualifikasi ijaiah SLTA dan sederajat. Aparatur Sipil Negara 
(ASN) bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi 
tanggungnya jawabnya, sehingga pegawai ASN dapat lebih focus dalam 
melaksanakan tugasnya. Pegawai Negri Sipil pasca Undang-undang ASN 
No. 5 Tahun 2014 jauh lebih terarah dalam melaksanakan tugasnya, 
penilaian standar kerja pegawai secara terinci hanya dalam implementasinya 
terkadang tidak dapat dij~llankan dengan baik akibatnya minimnya jumlah 
pegawai yang berkualifikasi sarjana (S1, S2). ~egawai yang mempunyai 
kemampuan memadai diberikan tanggungj awab sesuai dengan bakat dim 
keahliannya, terkadang beberapa stafmenjalankan tugas tidak sesuai dengan 
kemampuannya juga sebagai akibat minimnya personil yang mempunyai 
kualifikasi tertentu. Saya telah mengusulkan sesuai dengan permintaan baik 
pegwai yang promosi maupun pegawai yang dimutasi jabatan dan tetap 
engevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui rapat rutin tiap bulannya. 
Harapan saya bahwa profesionalisme pegawai adalah kemampuan pegawai 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat berdasarkan 
kompetensinya. Saya selalu berupaya menigkatkan SDM secara non formal 
melalui pendidikan ·dan pelatihan, memberikan teguran dan sanksi hila 
pegawai melanggar aturan". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, memberikan pehamanan 

kepada kita bahwa peningkatan pengetahuan pegawai harus direncanakan jauh 

sebelum pemanfaatan pegawai tersebut yang dimulai dari saat seleksi penerimaan 

pegawai sampai · dengan penempatan dan pemberian tugas berdasarkan 

kompetensi yang dimiliki. Olehnya karena itu analisis penerimaan, penempatan, 

dan pemberian tugas harus berdasarkan kebutuhan pekerjaan tersebut. 
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Berdasarkan pembahasan ini peneliti berkesimpulan bahwa pengetahuan 

(knowledge) pegawai sangat menentukan kualitas pekerjaan yang menjadi tugas 

pokok dan tanggungjawabnya dan sekaligus sebagai pemenuhan harapan 

pimpinan organisasi dalam mewujudkan kinerja pegawai yang berdayaguna. Hal 

ini menjadi tanggungjawab pimpinan puncak untuk selalu berupaya mewujudkan 

kualitas pegawai negeri sipil yang memadai melalui perbaikan tingkatan atau 

jenjang pendidikan formal yang memadai berdasarkan kebutuhan organisasi. 

Untuk itu pimpinan puncak harus memberikan kesempatan yi;Ulg seluas-luasnya 

kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan jenjang strata pendidikan formal 

sesuai dengan kebutuhan. 

2. Peningkatan Kinerja Melalui Kemampuan/Keterampilan (Skills) 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keterampilan pegawai negeri sipil 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu berdasar dari pengalaman dan 

pengetahuan dari pegawai itu sendiri. Sehingga dengan demikian pegawai 

senantiasa selalu dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional agar setiap 

tugas yang dijalankan tersebut, dapat berdaya dan berhasilguna. Untuk 

mewujudkan hal tersbut pegawai negen sipil harus banyak · di ikutkan pada 

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dikenal dengan pendidikan non 

formal. 

Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pertanian pada tanggal 11 

Desember 2017, mengatakan bahwa: 

"Tugas yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, pekerjaan 
yang dilaksanakan diluar tusi adalah penunjukan dari PPTK (Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen), dan 
pegawai yang mempunyai kompetensi lebih diberikan beban kerja yang 
lebih banyak. Kami tidak diberikan kewenangan dan tidak pemah 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 
'' 

i• 
I 

I 
. I 

I 

83 

mengusulkan baik penempatan personil maupun proinosi jabatan tertentu. 
Untuk memeimhi hak pegawai seperti kenaikan pangkat pegawai dipanggil 
satu per satu dan rapat berkala tiap bulan, semua pegawai diberikan 
kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kami senantiasa melakukan 
rapat secara berkala dalam rangka untuk mengukur capaian pelaksanaan 
program· atau kegiatan. Kami selalu memberikan. porsi pekerjaan 
berda:sarkan kompetensi atas perkejaan yang dilaksanakan. Semua· pegawai 
beket.ja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, terkadang terjadi 
tumpang tindih, akibat pengaruh dari kebijakan pimpinan. Profesionalisme 
pegawai adalah kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya secara tepat dati benar serta bemilai manfaat: Upaya menigkatkan 
SDM melalui pendidikan dan pelatihan non formal agar kemampuan dan 

· keterampilan pegawai dapat meningkat". 

Dari hasil 'Yawancara ini, dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya mesti harus melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Dalam kegiatan 

pendidikan dan pelatihan ( diklat) baik struktural maupun fungsional sangat 

diperlukan untuk melihat sejauh mana kemampuan dan ketetampilan yang 

dimiliki oleh pegawai dalam menganalisa dan mengoperasionalkan beban ket.ja 

yang ada dalam bidang tugasnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan ( diklat) harus diselenggarakan oleh SKPD bilamana ingin 

mendapatkan kualitas pegawai yang baik. 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

pegawai negeri sipil sangat ditentukan dengan intensitas pegawai mengikuti 

pendidikan dan pelatihan (diklat) baik struktural maupun fungsional. Oleh karena 

itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) harus dilaksanakan untuk 

meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menj alankan tugas dan fungsi 

pegawai yang menjadi tanggungjawab sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 
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3. Peningkatan Kinerja Melalui Sikap/Perilaku (Attitude) 

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan sikap dan perilaku pegawai dapat 

dijumpai ketika :pegawai dapat memegang teguh komitmen organisasi yang 

menjadi dasar pelaksanaan tugas dengan komitmen yang kuat memegang teguh 

loyalitas, disiplin terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Perubahan 

sikap/perilaku pegawai ditandai dengan kemampuan pegawai menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh pimpinan kepadanya secara struktural maupun 

berdasarkan fungsional pegawai negeri sipil. 

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Petemakan pada tanggal 

18 Desember 2017, mengatakan sebagai berikut: 

"Tugas yang ·dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pekerjaan 
yang dilaksanakan diluar tugas dan fungsi dianggap tidak efektif. Terkadang 
beberapa stafmenjalankan tugas tidak sesuai dengan kemampuannya karena 
pegawai belum ikut pendidikan dan pelatihan, belum meningkatkan 
kedisiplinan, pembagian kerja yang belum merata dan proporsional, belum 
didukung sarana dan prasarana kerja. Profesionalisnie pegawai adalah 
kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat 
dan benar serta bemilai manfaat . Menigkatkan SDM melalui pendidikan 
dan pelatihan, rekruitmen pegawai sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan 
SDM melalui pendidikan dan pelatihan, menghilangkan budaya malas, 
bekerja tanpa target, pembagian kerja yang merata, menempatkan personil 
sesuai dengan keahliannya". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis dapat memberi 

kesimpulan bahwa perubahan sikap pegawai dapat dilakukan melalui efektivitas 

keikut sertaan pegawai negeri sipil dalam program pengembangan pegawai 

dengan pendidikan dan pelatihan. Karena dengan program pengembangan 

pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan dapat menjembatani 

pegawai negeri sipil memperbaiki sumber daya pegawai sekaligus mengevaluasi 

diri dengan rpeningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan 
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sikap/perilaku untuk senantiasa berperilaku baik, mempunyai komitmen yang 

tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dengan disiplin yang tinggi, 

berdedikasi dan bersemangat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

4. Faktor-FaktQr yang mempengaruhi Kinerja 

a. Faktor Budaya Kerja 

Setiap kegiatan manusia yang dilakukan secara bersama-sama senantiasa 

membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan. Hal ini menyebabkan seorang pemimpin hams · mampu 

menggeneralisasikan perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya 

yang mempunyai konsep udaya kerja yang baik, dengan menonjolkan latar 

belakang historis, sebab musabab diangkatnya menjadi seorang pemimpin karena 

mempunyai budaya kerja yang baik, yaitu dapat menjadi contoh atau berperestasi 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya kerja kepemimpinan pada 

dasarnya adalah merupakan suatu keadaan seorang pemimpin yang telah 

niempunyai pengetahuan, kemampuan/keterampilan, dan sikap/perilaku yang 

dimilJki oleh seorang pemimpin sebagai daya tarik di dalam memberikan 

dorongan semangat kepada bawahannya untuk dapat lebih giat bekerja dalam 

pencapaian tujuan organisasi . -

Kepemimpinan muncul bersamaan dengan adanya peradaban manusia 

( atau sejak adanya orang yang berkumpul) yang bekerjasama untuk 

mempertahankap. eksistensi hidupnya. Kepemimpinan merupakan suatu 

kemampuan dah kesiapan seseorang untuk mempengaruhi; membimbing dan 

mengarahkan a~au mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi 
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tercapainya tujuan bersama. Dalam pengertian ini seseorang yang ingin diakui 

sebagai pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan dalam beberapa fungsi 

yang tergambar diatas yaitU mempengaruhi, membimbing sampai pada mengelola 

orang lain. Maka apabila seorang pemimpin tidak dapat menjalankan kesemua 

fungsi itu, praktis ia tidak dapat diterima oleh kelompok sebagai pemimpin yang 

fungsional. 

Hasil waw~cara dengan Kepala Bidang Penyuluhan pada tanggal 25 

Desember 2017, mengatakan bahwa: 

"Atasan langsung pegawai memberikan evaluasi kinerja terhadap 
bawahannya melalui: rapat secara berkala dalam rangka untuk mengukur 
capaian pelaksanaan program atau kegiatan, memberikan porsi pekerjaan 
berdasarkan kompetensi pegawai. Untuk mengukur capaian kinerja harus 
didukung dengan ketrsediaan anggaran yang memadai, dan kinerja ASN 
harus ditingkatkan. Untuk menciptakan budaya kerja yang baik, maka 
pimpinan harus menjadi contoh seperti pimpinan harus lebih dahulu tahu 
program yang akan dilaksanakan. Karena profesionalisme pegawai adalah 
kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat 
dan benar sebagaimana pimpinan telah mencontohkan budaya kerja yang 
baik berdasru:kan struktur organisasi memberikan acuan dalam menjalankan 
tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, struktur organisasi menggambarkan 
kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena 
memberi tugas kepada bawahan merupakan perintah, sedangkan perintah 
atasan wajib dilaksanakan oleh bawahan". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, memberikan petunjuk bagi 

kita, bahwa membangun budaya keraja yang baik harus dimulai dari pimpinan. 

Artinya sejauh mana seorang pimpinan memberikan dorongan kepada 

bawahannya dengan memberikan contoh yang baik agar dapat di ikuti oleh 

bawahannya. Untuk itu seorang pemimpin harus mampu memberikan dan 

membangkitkari motivasi yang dapat menggerakkan anggota-anggotanya sesuai 

dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta mampu mengintegrasikan seluruh 
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fungsi, baik fungsi administrasi maupun fungsi operasional dengan maksud untuk 

mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Dengan demikian maka variabel 

budaya kerja yang baik yang diniulai dari pimpinan dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan harus ada usaha yang bertujuan mengembangkan para bawahan 

atau pengikutn~a untuk mencapai tujuan, oleh karena itu seorang pemimpin harus 

mejalankan budaya kerja yang baik dan dapat turut serta aktif bekerja bersama-

sama dengan ba,wahan, memberikan petunjuk contoh dan keputusan-keputusan. 

Pemimpin harus mengenal sifat-sifat individual, ini berarti bahwa selain tabiat, 

sikap mental dan sikap menerima perintah untuk dijalankan, juga si pemimpin 

harus tetap memiliki petunjuk atau perintah yang sesuai dengan sifat dan 

kecerdasan bawahannya, artinya jangan seorang pemimpin memberikan perintah 

atau instruksi yang memerluk~m tingkat pengertian dan kecerdasan yang kurang 

terjangkau oleh bawahan. 
, I 

b. Motivasi Kerja Pegawai 

Konsep motivasi mempunyai peranan penting bagi seseorang, penanggung 

jawan dalam suatu organisasi untuk dapat menggerakkan, mengarahkan segala 

daya dan potensi kerja yang ada kearah pemanfaatan yang optimal sesuai dengan 

batas-batas kemampuan manusia dengan bantuan sarana dan fasilitas itu 

merupakan alat, material dan metode. 

Motivasi itu tampak dalam dua segi yang berbeda di satu pihak, kalau 

dilihat dari segi yang aktif atau dinamis, motivasi tampak sebagai suatu usaha 

positif dalam usaha menggerakkan, mengarahkan daya potensi pegawai agar 

secara produkti~ berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya. SeJ:>agaimana dilihat dari segi pasif atau statis maka motivasi akan· 
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tampak sebagai kebutuhan dan juga sekaligus sebagai perangsang untuk dapat 

menggerakkan potensi dan budaya kerja manusia tersebut. 

Hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas 

Pertanianpada tanggal2 Januari 2018, mengatakan bahwa: 

"Pegawai melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan 
pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi wewenangnya harus 
disertai dengan dukungan sarana dan prasarana, hanya dalam 
implementasinya terkadang tidak dapat dijalankan dengan baik, .biasanya 
pegawai yang mempunyai kompetensi lebih diberikan beban kerja yang 
lebih banyak tetapi tidak disertai dengan pendukung yang memadai. Staf 
melaksanakan tugas lebih banyak dibanding dengan atasannya, bawahan 
lebih sering diberikan tugas melebihi kewenangannya. Biasanya pegawai 
dikumpulkan dalam rapat berkala tiap bulan, tetapiu semua pegawai tidak 
diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap 
kekurangan atau hambatan pelaksanaan tugasnya. Sesungguhnya 
profesionalis~e pegawai adalah kemampuan pegawai dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya secara tepat dan benar serta apabila dilengkapi dengan 
saran dan prasarana yang memadai". 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa 

dengan demikian motivasi dapat ditempatkan sebagai bagiari yang fundamental 

dari kegiatan manajemen, sehingga segala sesuatunya dapat ditujukan kepada 

pengarahan potensi dan daya kerja manusia dengan jalan menimbulkan tingkat 

semangat dan kegairahan yang tinggi serta meningkatkan kebersamaan dalam 

menjalankan tugas individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Dalam 

hubungan ini pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya maka 

motivasi kerja dapat meningkat apabila didukung oleh ketersediaan sarana dan 

prasarana yang berperan sebagai pendorong kemauan dan keinginan untuk bekerja 

dan meningkatkan kinerjanya . 

Dorongah-dorongan untuk bertindak tersebut pada dasamya adalah 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pegawai sebagai makhluk individu dan sosial. 
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Memang tidak dapat disangkal salah satu motivasi utama seseorang menjadi 

anggota organisasi atau pegawai adalah untuk dapat terpenuhinya kebutuhan 

pokok seperti material yan,g berupa saran dan prasarana. Oleh karena itu, penulis 

berkesimpulan bahwa dismaping kebutuhan material itu, ditinjau dari perilaku 

orang didalam organisasi .ada pula kebutuhan yang sifatnya non material yang 

oleh para pegawai. dipandang sebagai hal turut mempengaruhi perilakunya dan 

menjadi faktor motivasional yang perlu dipuaskan. Maka dalam penelitian ini 

motivasi kerja pegawai dilihat dalam dua bentuk yaitu motivasi instrinsik berupa 

semangat kerja, dan motivasi ekstrinsik berupa kepuasan kerja. Selain semangat 

kerja, indikator motivasi kerja pegawai yang diukur dalam penelitian ini adalah 

kepuasan kerja. Mencintai pekerjaan adalah kunci untuk membangun kepuasan 

kerja, disinilah banyak orang dan ahli motivator sering mengatakan bahwa kerja 

itu adalah ibadah, atau pekerjaan itu adalah kehidupan kita. 

5. Faktor-Faktor Penghambat 

a. Sarana dan Prasarana 

Unsur sarana dan prasarana adalah kebutuhan pokok dalam menjalankan 

organisasi untuk melayaili kepentingan masyarakat atau yang memerlukan 

layanan (penerima layanan), pada dasarnya dalam yang meposisikan diri untuk 

menerima layanan, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. 

Posisi inilah yang sangat memerlukan sarana dan prasarana yang dianggap dapat 

mendorong terjadil).ya peningkatan kinerja sebagai akibat terpenuhinya sarana dan 

prasarana untuk melakukan komunikasi dua arah dari yang memerlukan 

pelayanan dan yang akan memberikan pelayanan. Sehingga dengan demikian 

pelayanan publik yang dilakukan saling menguntungkan katena diduk~ng oleh 
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ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan hal inilah yang disebut 

dengan kinerj a. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Sarana dan · 

Prasarana pada tanggal4 Januari 2018, mengatakan: 

"Tugas yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, pekerjaan 
. yang dilaksanakan diluar institusi adalah penunjukan dari PPTK (Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen). Dalam 
implementasinya terkadang tidak dapat dijalankan dengan baik dan pegawai 
yang mempuilyai kompetensi lebih diberikan beban kerja yang lebih banyak 
dan tidak didukung olefh sarana dan prasarana.Tidak, ada staf yang lebih 
tinggi golongannya dengan atasan langsungnya sehingga agak sulit 
menerapkan sistem kinerja yang efektif. Kemampuan dan jumlah pegawai 
yang masih terbatas. Meningkatkan kedisiplinan dan pembagian kerja yang 
merata serta proporsional asal didukung oleh sarana dan prasarana kerja. 
Pemberian sangksi harus sesuai dengan pelanggaran atau kelalaian dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tetapi terkadang terjadi tumpang 
tindih, akibat pengaruh dari kebijakan pimpinan. Profesionalisme pegawai 
adalah kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara 
tepat dan benar serta bemilai manfaat sehingga harus didukung ketersediaan 

· sarana dan prasarana". 

Berangkat _dari persoalan pelayanan yang baik memberikan kepuasan 

terhadap masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini 

pemerintah itu sendiri melakukan pelayanan secara profesional, maksudnya yaitu 

sejauhmana publik berharap apa yang akhimya diterima mereka .. Dengan 

demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan dengan 

kenyataan, apabila tidak sama m8ka pemerintah diharapkan dapat mengoreksi 

keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti 

ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut 

masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah 
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diharapkan. mengoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada 

pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat 

berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya. 

b. Faktor Terbatasnya Anggaran 

Berdasarkan definisi anggaran tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa hal 

terkait dengan anggaran, antara lain: 

1. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh mahajemen 

dalam suatu priode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat 

diperoleh dari adanya anggaran adalah apa yang akan direncanakan untuk 

· dilakukan, siap yang melaksanakan, dan berapa jumlah · anggaran yang 

digunakan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat sebelumnya. 

2. Anggaran membantu p1mpman dalam melakukan koordinasi dan 

penerapannya untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam anggaran. Dengan 

anggaran memberikan gambaran kepada pimpinan tentang sumber daya yang 

dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan yang telah ditentukan dalam 

anggaran. Kemudian anggaran juga menjelaskan koordinasi antar bidang-

bidang, sub-sub bidang, dan staf sehingga tujuan bersama bisa tercapai. 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Laboratorium Pertanian 

pada tanggal 8 Januari 2018, mengatakan sebagai berikut: 

"Melakukan rapat secara berkala dalam rangka untuk mengukur capaian 
pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan jumlah anggaran yang telah 
dikeluiarkan dan memberikan porsi pekerjaan kepada pegawai berdasarkan 
kompetensi serta memberikan kompensasi atas perkejaan yang dilaksanakan 
setelah diperhitungkan anggaran .kegiatan. Pendidikan dan · Pelatihan 
dilakukan untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang dimaksudkan 
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meningkatkan kedisiplinan, pembagian kerja yang merata serta 
proporsiortal. Dukungan anggaran yang memadai dapat meningkatkan 
kineija. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat (hibah), 
Mengakomodir kebutuhan petani sesuai der~gan ketersediaan anggaran. 
Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui adopsi teknologi. Karena 
akan menjadi acuan dalam menjalakan visi misi organisasi, struktur 
organisasi harus mengkaper dan mendukung visi misi dan struktur 
organisasi harus didukullg anggaran kinerja lebih efektif dan efisien 
sehingga fungsi-fungsi dapat dijalankan dengan baik. Semua kegiatan harus 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkadang teijadi tumpang tindih, 
akibat pengaruh dari kebijakan pimpinan yang menyesuikan dengan kondisi 
anggaran. Profesionalisme pegawai adalah kemampuan pegawai dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan benar serta · bemilai 
manfaat berdasarkan anggaran kerja. Budaya lama masih mengakar yaitu 
menempatkan pegawai tidak sesuai dengan keahliannya. ASN akan lebih 
baik jika dil~ukan revolusi mental serta menjauhkan Korupsi, Kolusi dan 
N epotisme". 

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penganggaran adalah 

ketersediaan anggaran yang dapat membiayai setiap bentuk kegiatan-kegiatan 

yang telah direncanakan sebelumnya, sekarang dan akan datang. Ketersediaan 

anggaran merupakan dorongan untuk pegawai negeri sipil dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya semakin bersemangat yang pada akhimya pada setiap 

pegawai terdapat peningkatan kineija. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan pembahasan ini peneliti berkesimpulan bahwa pengetahuan 

(knowledge) pegawai sangat menentukan kualitas pekerjaan yang menjadi 

tugas pokok dan tanggungjawabnya dan sekaligus sebagai pemenuhan 

harapan pimpinan organisasi dalam mewujudkan kinerja pegawai yang 

:I 
'' berdayaguna. Hal ini menjadi tanggungjawab pimpinan puncak untuk 

· selalu berupaya mewujudkan kualitas pegawai negeri sipil yang memadai 

melalui perbaikan tingkatan ataujenjang pendidikan formal yang memadai 

berdasarkan kebutuhan organisasi. Untuk itu pimpinan puncak harus 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai 

untuk meningkatkan jenjang strata pendidikan formal sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tersebut di atas, peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan pegawai negeri sipil sangat ditentukan dengan intensitas 

. pegawai ·mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) baik struktural 

maupun fungsional. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan 

( diklat) harus dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai 

dalam menjalankan tugas dan fungsi pegawa1 yang · menjadi 

tanggungjawab sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 
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3. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis dapat ·memberi 

kesimpulan bahwa perubahan sikap pegawa1 dapat dilakukan melalui 

efektivitas keikutsertaan pegawm negeri sipil dalam program 

pengembangan pegawai dengan pendidikan dan pelatihan. Karena dengan . 

program pengembangan pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan 

pelatihan dapat menjembatani pegawai negeri sipil memperbaiki sumber 

daya pegawai sekaligus mengevaluasi diri dengan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap/perilaku untuk senantiasa 

berperilaku baik, mempunyai komitmen yang tinggi serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai budaya dengan disiplin yang tinggi, berdedikasi dan 

bersemangat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

4. Dengan demikian maka variabel budaya kerja yang baik yang dimulai dari 

pimpinan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan harus ada usaha yang 

bertujuan mengembangkan para bawahan atau pengikutnya untuk 

mencapai tujuan, oleh karena itu seorang pemimpin harus mejalankan . 

budaya kerja yang baik dan dapat turut serta aktif bekerja bersama-sama 

dengan bawahan, memberikan petunjuk contoh dan keputusan-keputusan. 

Pemimpin harus mengenal sifat-sifat individual. Ini berarti bahwa selain 

tabiat, sikap mental dan sikap menerima perintah untuk dijalankan, juga si 

pemimpin harus tetap memiliki petunjuk atau perintah yang sesuai dengan · 

sifat dan kecerdasan bawahannya, artihya jangan seorang pemimpin 

memberikan perintah atau instruksi yang memerlukan tingkat pengertian 

dan kecerdasan yang kurang terjangkau oleh bawahan. 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 
; I 

I 

'I , I 
, I 
'' 

95 

5. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

penulis berkesimpulan bahwa pegawai dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai yang 

dapat menjamin kenyamanan bekerja. Selanjutnya, kinerja pegawai dapat 

meningkat apabila motivasi kerja pegawai meningkat pula. Didalam 

organisasi ada pula kebutuhan yang sifatnya non material yang oleh para 

peg~wai dipandang sebagai hal turut mempengaruhi. perilakunya dan 

menjadi faktor motivasional yang perlu dipuaskan. Maka dalam penelitian 

ini motivasi kerja pegawai dilihat dalam dua bentuk yaitu motivasi melalui 

fasilitas sarana dan prasarana kerja yang baik, dan anggaran organisasi 

juga turut menentukan gairah kerja, dan motivasi berupa kepuasan kerja 

sangat mempengaruhi kinerja. Selain semangat kerja, indikator motivasi 

kerja pegawai yang diukur dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

Mencintai pekerjaan adalah kunci untuk membangun kepuasan kerja, 

disinilah b8:nyak orang dan ahli motivator sering mengatakan bahwa kerja 

itu adalah ibadah, atau pekerjaan itu adalah kehidupan kita. 

B. SARAN 

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai maka diharapkan kepada Kepala 

Dinas Pertanian mengupayakan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap/perilaku melalui intensitas mengikutkan pegawai ·. dalam program 

pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh instansi yang 

berwewenang. 

2. Kepala · Dinas Pertanian memberikan perhatian khusus dalam rangka 

memaksimalkan capaian kinerja Aparatur Sipil }.Jegara dengan 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



96 

memaksimalka~ pengembangan sumber daya pegawai melalui pertemuan-

pertemuan rutin/berkala dalam rangka membahas mengenai pemahaman secara 

holistik budaya kerja yang baik berd~sarkan nilai-nilai kepemimpinan yang 

mencerminkan seorang pemimpin yang gemar memberikan contoh ata:u teladan 

yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat yang telah mengakar 

' 
kepada budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme dalam 

, I 

I melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 
'I 

': 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTARPUSTAKA 

Aryandini. (2000). · Budaya Kerja Dalam Organisasi. Cetakan Pertama. Jakarta: 
Erlangga. · 

Davis Keith dan Newstrom. J. W, Terjemahan Arif Dharma. (1990). Perilaku 
Dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga. 

Fahmi, Irham. · (2007). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: 

Alfabeta. 

Flippo, Edwin B. (2000). Personal Management. Me Graw Hill Book, Co. 
Singapore. 

Gibson. Et. all. (1996). Administrasi Perkantoran.Jakarta: Haji Masagung. 

= .. ,,=."··-=""""· (2002). Perilaku Kepemimpinan dan Motivasi. Jakarta: Gramedia. 

Gomes, (200 1 ). Manajemen Sumber Daya Manusia. Y ogyakarta: Andi Offset. 

Handoko T. Hani, (1984). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, 
Y ogyakarta: BPFE UGM. 

---. (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi 2. 
Yogyakarta: BPFE UGM. 

Hardjoeno H., (2002). Filsafat Umum Pengetahuan Teknologi & Etika. Lembaga 
Makassar: Penerbitan Unhas. 

Hasibuan, Malayu S. P. (1990). Organisasi dan Manajeme. Jakarta: Gunung 
Agung . 

...,..,..,=~ . (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

~..,...,..--. (2003). lvfanajemen Sumber DaycrMcmusia. Jakarta: Bumi Aksara. 

Hidayat. (1996).l3udaya Kerja Organisasi Pemerintah. Yogyakarta: BFPE UGM. 

~~-. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. 

Irawan, s.dkk. (1997). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: STIA LAN, 

James, Stooner, Freeman dan Gilbert. (1996). Manajemen. Edisi Bhs, Indonesia, 
Jakarta: PT Prenhallindo. 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



i 
I 

'I 
. I 

98 

Jusuf,_ Irianto. (2001). Isu-isu Strategik Pengembangan Sumber daya manusia. 
Jakarta: Insan Cendekia. 

Kerlinger. (2000). Theori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi (terjemahan). 
Jakarta: Arcan. 

Liga Suryadana. (2015). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Kinerja. · 
Bandung: Alfabeta, 

Mahmudi (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. UPP 
STIM~YKPN. 

Martin Anthony Dio. (2002). Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Jakarta: LPPM . 

Martoyo Susilo. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Y ogyakarta: BPFE 
UGM. 

Moekijat. (1986). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Haji 
Masagung. 

Moenir, HAS. (1991). Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan 
Kepegawaian. Jakarta: Gunung Agung. 

---.. (2001). Perilaku Manajemen. Jakarta: Gunung Agung. 

Nawawi, Hadari. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press. 

Notoatmodjo, Soekidjo. (1998). Pengembangan Sumber Dqya Manusia. Edisi 
Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Ndraha, Taliziduh. (1999). Teori Budaya Organisasi. Jakarta, PT. Rineka Cipta. 

Poerwadarminto, WJS. (1991). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka. 

Rivai, Veithza. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. 
Jakarta: PT.Raja Grafmdo Persada. 

Robbins, Stephen P., (2006). Perilaku Organisasi. Jakarta.: PT lndeks.Kelompok 
Gramedia. 

-===··· . (1996). Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Jakarta: 
Penerbit PT. Prenhallindo. 

Ruky, Achmad S. (2003). SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas. 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I ' 

99 

Sangkala. (2007). Knowledge Management (Suatu Pengantar Memahami 
Bagaimana Organisasi Mengelola Pengetahuan sehingga Menjadi Organisasi 
Unggul). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Saydam CauZ:ali. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources 
Management). Jilid 11. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 

Sedarmayanti. (1996). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: 
Mandar Maju. 

___ . (2007): Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama. 

Siagian, Sondang P., (1994). Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku 
Organisasional. Jakarta: Gunung Agung. 

---· (1995). Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapannya. 
Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Simamora, Henry. (1997) Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama, 
Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi YKPN .. 

Soeprihanto, John M.I.M. (1999). Penilaian Kinerja dan Pengembangan 
Karyawan. Yogyakarta: BPFE UGM. 

Sudita, Ermay., (2000). Psikologi Kepegawaian dan Peran Pemimpin Dalam 
Memotivasi Kerja. Bandung: Ramadan. 

Surya, Dharma. (2002). Paradigma Baru Manajemen SDM Kumpulan Artikel 
Pilihan. Yogjakarta: Amara Books. 

Suwarto. (1999). Manusia Dan Fenomena Budaya. Yogyakarta: Universitas 
Ahmad Dahlan. 

----.,.---· (2003). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Malang: Bayumedia. 

Triguno. (1999). Budaya Kerja. Jakarta: PT Golden Terayon Press. 

Usmara (Editor). (2002). Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. 
Jakarta: Amara Books. 

Watson, Wyatt. (2002). Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. 
Jakarta: LPPM. 

Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada. 

Wirman Syafri, Alwi. (20114). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam 
Organisasi Publik. Bandung: IPDN Press. 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



, I 

, I 

100 

Winardi. (1992). Manajemen Kepegawaian. Jakarta: Gunung }\gung. 

Wexley, N Kenneth dan Garry A Yukl. (2003). Perilaku Organisasi dan Psikologi 
Personalia. Jakarta: Bina Aksara. 

Sumber lainnya : 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan PemerintahNomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09/M.PAN/5/2007 pasal12 ayat 1 dan 2 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Undang-Undarig Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

http:/ /se butsaj arendy. blogspot.co.id/20 16/09/makalah-perilaku-organisasi.html 

https://media:neliti.com/ .. ./28503-ID-budaya-kerja-birokrasi-pemerintahan 

43584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



' 
I 

! 
:I 

'' I 

LAMPI RAN 

PEDOMANWAWANCARA 

A. Peningkatan Pengetahuan 

1. Fokus Wawancara : Peningkatan Pengetahuan (Knowledge) 

2. Informan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat 

:30 Menit 3. Waktu Wawancara 

4. Tanggal Waw~mcara : 4 Desember 2017 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pertanian Provinsi Sulawesi Barat? 

"Jika mengacu kepada undang-undang ASN tersebut, jumlah pegawai 
yang ada belum mencukupi karena masih dijumpai beberapa seksi 
hanya terdiri dari beberapa orang pegawai yang berkualifikasi S 1. Dan 
banyak .dijumpai ASN yang berkualifikasi ijazah SL T A dan sederajat. 
Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja berdasarkan tugas pokok dan 
fungsi yang menjadi tanggungnya jawabnya, sehingga pegawai ASN 
dapat lebih focus dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai Negri Sipil 
pasc~ Undang-undang ASN No.5 Tahun 2014 jauh lebih terarah dalam 
melaksanakan tugasnya, penilaian standar kerja pegawai secara terinci 
hanya dalam implementasinya terkadang tidak dapat dijalankan dengar 
baik akibatnya minimnya jumlah pegawai yang berkualifikasi sarjam 
(S1, S2). Pegawai yang mempunyai kemampuan memadai diberikar 
tanggungjawab sesuai dengan bakat dan keahliannya, terkadang 
beberapa staf menjalankan tugas tidak sesuai dengan kemampuanny~ 
juga sebagai · akibat minimnya personil yang mempunyai kualifikasi 
tertentu. Saya telah mengusulkan sesuai dengan permintaan baik pegwai 
yang promosi maupun pegawai yang dimutasi jabatan. dan tetap 
engevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui rapat rutin tiap bulannya. 
Harapan saya bahwa profesionalisme pegawai adalah kemampuar 
pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara tepa 
berdasarkan kompetensinya. Saya selalu berupaya menigkatkan SDM 
secara non formal melalui pendidikan dan pelatihan, memberikar 
teguran dan sanksi bila pegawai melanggar aturan". 
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~EDOMANWAWANCARA 

B. Peningkatan Kemampuan/Keterampilan 

1. Fokus Wawancara : Peningkatan Kemampuan/Keterampilan (Skiil) 

: Sekretaris Dinas Pertanian 2. Informan 

3. W aktu Wawancara :30 menit 

4. Tanggal Wawancara : 11 Desember 2017 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana pengaruh Kemampuan/Keterampilan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat? 

"Tugas yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, 
pekerjaan yang dilaksanakan diluar tusi adalah penunjukan dari PPTK 
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (pejabat Pembua 
Komitmen), dan pegawai yang mempunyai kompetensi lebih diberikan 
beban kerja yang lebih banyak. Kami tidak diberikan kewenangan dan 
tidak pernah mengusulkan baik penempatan personil maupun promosi 
jabatan tertentu. Untuk memenuhi hak pegawai seperti kenaikail 
pangkat pegawai dipanggil satu per satu dan rapat berkala tiap bulan, 
semua pegawai diberikan kesempatan untuk menyampaikan 
pendapatnya. Kami senantiasa melakukan rapat secara berkala dalam 
rangka untuk mengukur capaian pelaksanaan program atau kegiatan. 
Kami selalu memberikan porsi pekerjaan berdasarkan kompetensi atas 
perkejaan yang dilaksanakan. Semua pegawai bekerja sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya, terkadang terjadi tumpang tindih, akibat 
pengamh dari kebijakan pimpinan. Profesionalisme pegawai adalah 
kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara 
tepat dan benar serta bernil.ai manfaat. Upaya menigkatkan SDM 
melalui pendidikan dan pelatihan non formal agar kemampuan dan 
keterampilan pegawai dapat meningkat". 
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PEDOMAN W A W ANCARA 

C. Sikap/Perilaku 

1. Fokus Wawancara : Sikap/Perilaku Pegawai (Attitude) 

2. Informan 

3. Waktu Wawancara 

: Kabid. Petemakan Dinas Pertanian Prov. Sulbar 

:30 Menit 

4. Tanggal Wawancara : 18 Desember 2017 

No Pertanyaan 

1 Bagaimana pegawai berperilaku dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari­

hari pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat? 

"Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, 
pekerjaan yang dilaksanakan diluar tugas da~ fungsi dianggap tidak 

efektif. Terkadang beberapa staf menjalankan tugas tidak sesuai dengan 
kemampuannya karena pegawai belun'l ikut pendidikan dan pelatihan, 
belum meningkatkan kedisiplinan, pembagian kerja yang belum merata 

dan proporsional, belum didukung sarana dan prasarana kerja. 
Profesionalisme pegawai adalah kemampuan pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan benar serta bemilai 
manfaat Menigkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, 
rekruitmen pegawai sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan SDM 

melalui pendidikan dan pelatihan, menghilangkan budaya malas, 
bekerja tanpa target, pembagian kerja yang merata, menempatkan 

personil sesuai dengan keahliannya". 
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PEDOMAN WAWANCARA 

D. Budaya Kerja 

1. Fokus Wawancara : Budaya Kerja 

2. Informan 

3. Waktu W a:wancara 

: Kabid Penyuluh Dinas Pertanian 

:30 Menit 

4. Tanggal Wawancara : 25 Des ember 2017 

No Pertanyaan 

1 Bagaimami Peran Budaya Kerja dalam peningkatan Kinerja pegawai pada: 

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat? 

"Atasan langsung pegawai memberikan evaluasi kinerja terhadap 
bawahannya melalui: rapat secara berkala dalam rangka untuk 

mengukur capaian pelaksanaan program atau kegiatan, memberikan 
porsi pekerjaan berdasarkan kompetensi pegawai. Untuk mengukur 
capaian kinerja harus didukung dengan ketrsediaan anggaran yang 

memamdai, dan kinerja ASN harus ditingkatkan. Untuk menciptakan 
budaya kerja yang baik, maka pimpinan harus menjadi contoh seperti 
pimpinan harus lebih dahulu tahu program· yang akan dilaksanakan. 

Karena profesionalisme pegawai adalah kemampuan pegawai dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan benar sebagaimana 

pimpinan telah mencontohkan budaya kerja yang baik berdasarkan 
struktur organisasi memberikan acuan dalam menjalan tugas dan 
fungsi yang telah ditetapkan, struktur organisasi menggambarkau 
kemampuan: organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Karena memberi . tugas kepada bawahan merupakan perintah, 
sedangkan perintah atasan wajib dilaksanakan oleh bawahan". 
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PEDOMAN W A W ANCARA 

E. Motivasi Kerja: 

1. Fokus Wawancara : Motivasi Kerja 

2. Informan : Kabid. Sarana dan: Prasarana Dinas Pertanian 

:30 Menit 3. Waktu Wawancara 

4. Tanggal Wawancara : 2 Januari 2018 

No Pertanyaan 

1 IBagaimana pengaruh motivasi terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan pegawai 

Pinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat ? 

"Pegawai melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan 
pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi wewenangnya 
harus disertai dengan dukungan sarana dan prasarana, hanya dalam 
implementasinya terkadang tidak dapat dijalankan dengan baik, 
biasanya pegawai yang mempunyai kompetensi lebih diberikan beban 
kerja yang lebih banyak tetapi tidak disertai dengan pendukung yang 
memadai. Staf melaksanakan tugas lebih banyak dibanding dengan 
atasannya, bawahan lebih sering diberikan tugas melebihi 
kewenangannya. Biasanya pegawai dikumpulkan dalam rapat berkala 
tiap bulan, tetapiu semua pegawai tidak diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan pendapatnya terhadap kekurangan atau hambatan 
pelaksanaan tugasnya. Sesungguhnya profesionalisme pegawai adalah 
kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara 
tepat dan benar serta apabila dilengkapi dengan saran dan prasarana 

· yang memadai". 
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